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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
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03 Oktober 2022
	Ditetapkan Direktur RSUD Cilacap



dr. Moch. Ichlas Riyanto, M.M. NIP. 19680102 200212 1 007

	PENGERTIAN
	Penanganan komplain atau tuntutan dari pelanggan baik yang berkaitan dengan kasus medis maupun bukan medis yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis dari pasien dan atau
keluarganya

	TUJUAN
	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah penanganan dan penyelesaian komplain kasus medis maupun bukan medis yang dapat berpotensi menjadi masalah ranah hukum agar terselesaikan
dengan baik

	KEBIJAKAN
	1. KUHPidana
2. KUHPerdata
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. SK Direktur RSUD Cilacap tentang Panduan Penanganan Komplain Nomor : 188.47/345/Tahun 2022

	PROSEDUR
	1. Instalasi/Bagian/Bidang/Ruang/Unit yang bersangkutan melaporkan kasus yang terjadi kepada Kepala yang terkait
2. Kepala terkait memberikan informasi kasus tersebut langsung kepada Direktur atau melalui Humas untuk dilaporkan kepada Direktur
3. Berdasarkan kasusnya Direktur mendelegasikan penangannya kepada Wakil Direktur dan Kepala Instalasi/Bagian/Bidang/Ruang Unit/Komite terkait untuk melakukan klarifikasi dan investigasi
4. Kemudian dilakukan pembahasan secara internal dan pengidentifikasian barang bukti serta data-data yang ada dan dicatat dalam pembahasan kasus
5. Kerangka pembahasan kasus dijadikan bahan untuk melaksanakan
musyawarah dengan pihak eksternal (pengomplain) yang diharapkan ada penyelesaian berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
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	6. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat terlaksana, selanjutnya akan diselesaikan melalui mediasi atau jalur hukum yang berlaku

	UNIT TERKAIT
	1. Humas
2. Managemen
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Komite Etik dan Hukum
6. Konsultan Hukum (Eksternal)
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